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ABSTRAK 
 

 
 yang berlandaskan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang merujuk 
pada Putusan No. 2628 K/Pid.Sus/2016, Putusan No. 
1528/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, Putusan No. 914 K/Pid. Sus/2021. Pajak 
Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan UU PPnBM. Pajak Pertambahan Nilai 
merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan 
oleh wajib pajak dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk 
dalam pajak tidak langsung artinya penanggung pajak tidak menyetorkan langsung 
pajak yang di tanggung, akan tetapi pajak tersebut disetor melalui pihak lain yang 
bukan penanggung pajak. Oleh karena Pajak Nilai (PPN) disetorkan melalui pihak 
lain, Hal tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kasus faktur fiktif pajak 
pertambahan nilai seperti Pengusaha Kena Pajak yang membuat dan/atau 
menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Terkait 
dengan langkah-langkah penanganan atas penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak 
Tidak Sah, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Angka 1 Nomor 
Se-132/Pj/2010. Dan aturan pidana terhadap pelaku pembuat atau penerbit faktur 
pajak fiktif yang termuat dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
selanjutnya disebut dengan UU KUP. Namun, secara yuridis pengaturan ini tidak 
jelas aturan hukumnya karena terkait makna pada frasa  berdasarkan transaksi 

sehingga hal tersebut menimbulkan 
kekaburan norma (vague norm) yang dapat mengakibatkan terjadinya 
ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) terhadap pengaturan pasal tersebut 
terutama bagi para Pengusaha terkait hukum perpajakan. Dengan demikian perlu 
diketahui kejelasan aturan hukumnya agar terdapat kepastian hukumnya. 
 
 
Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak, 
Faktur Pajak  Fiktif. 
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ABSTRACT 
 

This thesis is entitled "Handling of Fictitious Value Added Tax Invoice 
Cases" which is based on normative legal research with a statutory approach, a 
conceptual approach, and a case approach that refers to Decision No. 2628 
K/Pid.Sus/2016, Decision No. 1528/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, Decision No. 914 
K/Pid. Sus/2021. Value Added Tax is regulated in the Law of the Republic of 
Indonesia Number 42 of 2009 hereinafter referred to as the PPnBM Law. Value 
Added Tax is a tax imposed on the consumption of goods and services by taxpayers 
in the customs area. Value Added Tax (VAT) is included in the indirect tax, 
meaning that the tax insurer does not directly deposit the tax that is borne, but the 
tax is paid through another party who is not a tax guarantor. Because Value Tax 
(VAT) is deposited through another party, this affects the occurrence of fictitious 
value added tax invoice cases such as Taxable Entrepreneurs who make and/or issue 
tax invoices that are not based on actual transactions. In relation to the steps for 
handling the issuance and use of Illegal Tax Invoices, the Director General of Taxes 
issues Circular Letter Number 1 Number Se-132/Pj/2010. And the criminal rules 
against the perpetrators of the maker or issuer of fictitious tax invoices contained in 
Article 39A of Law Number 28 of 2007 hereinafter referred to as the KUP Law. 
However, juridically, this regulation has unclear legal rules because the meaning of 
the phrase "not based on actual transactions" is not explained further so that it 
creates a vague norm (vague norm) which can result in legal uncertainty 
(rechtsonzekerheid) regarding the regulation of the article, especially for 
entrepreneurs related to tax law. Thus, it is necessary to know the clarity of the legal 
rules so that there is legal certainty. 

 
 
 
 

Keywords: Value Added Tax, Taxable Entrepreneur, Fictitious Tax Invoice. 
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